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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Hasil analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulaan sebagai berikut :

1. Forum Musrenbangkel dimulai dengan pembukaan dan pelaporan
pelaksanaan Musrenbang periode sebelumnya sehingga masyarakat dapat
memantau tingkat tercapainya usulan. Selanjutnya dipaparkan pula
mengenai kondisi APBD Kota Kupang dan pemaparan prioritas kota
sesuai dengan RPJMD. Proses Musrenbang Kelurahan Bakunase II:
Musrenbang wilayah (Tidak dilaksanakan), Mekanisme pensosialisasian
Musrenbangkel (Tidak ada pensosialisasian yang masif, hanya melaui
undangan), Penskoringan usulan (Diserahkan pada tim perumus tanpa ada
tanggapan dari masyarakat pada forum).

2. Hasil serapan Musrenbangkel Bakunase Il sangat kecil. Bahwa usulan
Kelurahan Bakunase Il banyak yang tidak diserap di APBD. Hal ini
disebabkan karena masyarakat kurang mendapat sosialisasi mengenai pagu
indikatif oleh fasilitator-fasilitator. Masih ada masyarakat yang tidak tahu
tentang Musrenbang menunjukkan tidak beroperasinya fungsi sosialisasi
sebagai upaya penyadaran hak masyarakat akan Musrenbang. Tingkat
partisipasi masyarakat menurun diakibatkan karena masyarakat belum
mempunyai kesadaran hak dan kemampuan teknis untuk terlibat dalam
penganggaran, disamping itu tidak terakomodasinya usulan menimbulkan
sikap apatisme untuk mengikuti Musrenbang. Masyarakat menganggap

Musrenbang sebagai mekanisme yang sia-sia.
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3. Kelurahan Bakunase IlI, monitoring dan evaluasi masih lemah
dilaksanakan oleh masyarakat maupun tim monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi belum begitu efektif, kesadaran hadir tim monitor
dan evaluasi yang masih begitu rendah. Sehingga menjalankan tugas dan

fungsinya juga belum optimal.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Bakunase Il, harus memberikan sosialisi
tentang Musrenbang, dan bagi masyarakat perlu adanya partisipasi dan
kesadaran diri dalam mengikuti proses Musrenbang dapat dilaksanakan
dengan baik.

2. Untuk tercapainya efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan
Bakunase Il maka perlu adanya kerja sama antara Pemerintah dan
Masyarakat sehingga usulan masyarakat dari tingkat RT maupun RW yang
seharusnya dirumuskan dalam Musrenbang wilayah dapat dilaksakan.

3. Bagi tim monitoring dan evaluasi perlu menyadari diri untuk hadir

sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
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